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Tahun 2022 Beberapa Indikator Makro
Pembangunan Menunjukan Tren Positif
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PANGANDARAN JAWA BARAT - Perencanaan dan penyelenggaraan kinerja
pemerintah daerah tahun 2022 sebagaimana arahan pemerintah pusat, kita
harus menyusun perencanaan dengan optimis, sehingga prediksi dan asumsi
yang kita gunakan berdasarkan perhitungan optimis. Pada tahun 2022 beberapa
indikator makro pembangunan juga menunjukan peningkatan atau tren positif.



Demikian dikatakan

Wakil bupati pangandaran H Ujang Endin Indrawan saat menyampaikan jawaban
bupati atas Pandangan umum fraksi-fraksi dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten pangandaran.atas penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati pangandaran tahun anggaran 2022,
bertempat di gedung paripurna DPRD pangandaran, selasa (07/03/2023).

Disampaikannya bahwa,

berkaitan dengan pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD, pada prinsipnya fraksi-
fraksi menyetujui bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban bupati
pangandaran tahun 2022 layak untuk dibahas pada tahap berikutnya.

Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya, semoga kemitraan antara pemerintah daerah dengan DPRD
semakin mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah," Katanya.

Menurut ujang Endin, sebagaimana kita maklumi bahwa tahun anggaran 2022
merupakan tahun anggaran pasca pandemi covid-19 yang cukup berdampak
pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, namun demikian kita
mampu bangkit bertahap dalam semua aspek ekonomi pembangunan.

Perencanaan dan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah tahun 2022
sebagaimana arahan pemerintah pusat bahwa, kita harus menyusun
perencanaan dengan optimis, sehingga prediksi dan asumsi yang kita gunakan
berdasarkan perhitungan optimis.

Pada tahun 2022 beberapa indikator makro pembangunan juga menunjukan
peningkatan atau tren positif," katanya.

Wakil bupati Ujang Endin pun menambahkan, LKPJ yang kami sampaikan telah
mengacu pada permendagri nomor 18 tahun 2020 baik secara sistematika,
maupun substansi telah sesuai.

Penyajian angka-angka dalam LKPJ pelaporan keuangan dapat dimungkinkan
perlu adanya penyesuaian kembali karena belum dilakukan hasil audit BPK,"
Ujarnya.
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